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 Mental health is a crucial component of public health that is often 
neglected. According to data from the Ministry of Health of Indonesia, 
around 20% of Indonesia's population experiences mental health 
disorders. The Indonesian government has enacted Law No. 17 of 2023 
on Mental Health to provide legal protection for individuals with mental 
health disorders; however, its implementation still faces challenges, 
including social stigma and limited public awareness. This study aims to 
analyze the implementation of the Mental Health Law, identify 
challenges in its execution, and evaluate the effectiveness of mental 
health services following the law's enactment. The study findings 
indicate that successful implementation requires collaboration between 
the government, healthcare providers, and society, as well as stringent 
oversight of mental health services. Through a comprehensive 
approach, mental health services in Indonesia are expected to improve, 
reducing stigma and discrimination against individuals with mental 
health disorders. 

This is an open access article 
under theCC BY-NClicense 

 

 Corresponding Author:  
Gladdays Naurah  
 
Universitas Pembangunan Panca Budi 
gladdaysnaurah@gmail.com 

 
INTRODUCTION 

Kesehatan jiwa merupakan komponen penting dalam kesehatan masyarakat yang 
seringkali terabaikan. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 
sekitar 20% dari populasi mengalami gangguan jiwa, dengan prevalensi gangguan jiwa 
berat mencapai 14 juta orang (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Gangguan jiwa tidak hanya 
berdampak pada individu yang mengalaminya tetapi juga memengaruhi keluarga, 
masyarakat, dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Meningkatnya angka kejadian 
gangguan jiwa ini menuntut perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat untuk 
menciptakan sistem yang mampu memberikan perlindungan dan layanan kesehatan jiwa 
yang efektif. Dalam upaya memenuhi kebutuhan kesehatan jiwa, pemerintah Indonesia 
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-
undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan individu dengan 
gangguan jiwa, yang mana di dalamnya terdapat hak-hak pasien serta tanggung jawab 
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pemerintah dan tenaga kesehatan. Pasal 4 UU Kesehatan Jiwa secara eksplisit menyatakan 
bahwa setiap individu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu tanpa 
diskriminasi, termasuk perlindungan terhadap stigma dan pelanggaran hak asasi manusia 
(Mardian & Usman, 2023). Dengan adanya regulasi ini, diharapkan individu dengan 
gangguan jiwa dapat mengakses layanan yang diperlukan tanpa rasa takut akan diskriminasi. 

Namun, implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa di lapangan masih 
menghadapi tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya 
pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa dan hak-hak mereka. Banyak individu 
dengan gangguan jiwa yang tidak mendapatkan perawatan yang memadai karena stigma 
sosial yang kuat, yang dapat menghambat pemulihan mereka (Maharani et al., 2022). 
Masyarakat sering kali memiliki pandangan negatif terhadap individu dengan gangguan jiwa, 
yang menyebabkan mereka terpinggirkan dan diabaikan. Oleh karena itu, edukasi 
masyarakat mengenai kesehatan jiwa dan hak-hak individu dengan gangguan jiwa sangat 
penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung pemulihan. Dalam 
konteks hukum, implementasi UU Kesehatan Jiwa memerlukan pengawasan yang ketat 
terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan jiwa. Pengawasan ini mencakup tidak hanya 
kualitas pelayanan tetapi juga ketersediaan sumber daya dan pelatihan bagi tenaga 
kesehatan. Menurut Hidayati dan Widyastuti (2021), peningkatan kapasitas tenaga 
kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa individu dengan gangguan jiwa 
mendapatkan perawatan yang tepat dan efektif. Tanpa dukungan yang memadai, risiko 
pelanggaran hak-hak individu dengan gangguan jiwa dalam konteks pelayanan kesehatan 
meningkat. 

Lebih jauh lagi, pelanggaran hak asasi manusia terhadap individu dengan gangguan 
jiwa di Indonesia masih menjadi masalah yang serius. Kasus-kasus diskriminasi, kekerasan, 
dan penolakan terhadap hak-hak dasar sering terjadi dalam praktiknya (Fitriani, 2022). 
Dalam hal ini, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak individu dengan 
gangguan jiwa sangat penting. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk 
memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi, serta menyediakan saluran 
pengaduan yang efektif bagi individu yang merasa dirugikan. Beberapa negara telah berhasil 
menerapkan model pelayanan kesehatan jiwa berbasis komunitas, yang menunjukkan hasil 
positif dalam penanganan kesehatan jiwa. Model ini memungkinkan individu dengan 
gangguan jiwa untuk mendapatkan perawatan yang lebih dekat dengan masyarakat dan 
mengurangi stigma yang ada (World Health Organization, 2021). Dengan menerapkan 
pendekatan yang sama di Indonesia, diharapkan akses terhadap layanan kesehatan jiwa 
dapat meningkat, sekaligus memperkuat dukungan sosial bagi individu yang 
membutuhkannya. Berdasarkan latar belakang di atas, penting untuk melakukan evaluasi 
dan analisis yang mendalam mengenai implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa 
dalam konteks perlindungan masyarakat dengan gangguan jiwa. Tujuan dari analisis ini 
adalah untuk memahami bagaimana kebijakan dan program pemerintah dapat dioptimalkan 
untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu dengan gangguan jiwa serta 
mendorong keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung 
pemulihan 
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METHODS 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa dalam memberikan 

perlindungan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan? 
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan undang-undang ini? 
3. Bagaimana efektivitas pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia setelah diberlakukannya 

UU No. 17 Tahun 2023? 
 
Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 
1. Menganalisis implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa dalam memberikan 

perlindungan kepada masyarakat dengan gangguan kejiwaan. 
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang ini. 
3. Mengevaluasi efektivitas pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia setelah 

diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2023. 
 
Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi Pengambil Kebijakan: Menjadi bahan masukan untuk pengembangan kebijakan 

yang lebih baik terkait kesehatan jiwa. 
2. Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan perlindungan 

bagi individu dengan gangguan kejiwaan. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai 

kesehatan jiwa dan perlindungan hukum bagi masyarakat. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
Pengertian dan Ruang Lingkup Kesehatan Jiwa 
Kesehatan jiwa didefinisikan oleh WHO sebagai keadaan kesejahteraan di mana individu 
menyadari potensi mereka, dapat mengatasi tekanan hidup, dapat bekerja secara produktif, 
dan dapat memberikan kontribusi kepada komunitas (World Health Organization, 2021). 
Dalam konteks hukum, kesehatan jiwa tidak hanya menjadi isu medis, tetapi juga hak asasi 
manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi individu dengan gangguan jiwa menjadi 
sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memperoleh layanan yang layak dan 
bebas dari stigma serta diskriminasi. 
 
Dasar Hukum Kesehatan Jiwa di Indonesia 
Implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Indonesia diatur dalam UU No. 17 Tahun 
2023. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi individu 
dengan gangguan jiwa dan menetapkan hak-hak mereka untuk mendapatkan layanan 
kesehatan jiwa yang berkualitas. Pasal 4 UU ini menegaskan bahwa setiap individu berhak 
mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang tidak diskriminatif (Mardian & Usman, 2023). 
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Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan bahwa individu dengan gangguan jiwa akan 
dilindungi dari perlakuan tidak adil dalam akses layanan kesehatan. 
 
Perlindungan Hukum bagi Individu dengan Gangguan Jiwa 
Pentingnya perlindungan hukum bagi individu dengan gangguan jiwa tidak bisa diabaikan. 
Pasal 10 UU No. 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk 
mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif dan perlakuan yang merugikan terkait 
kesehatan jiwa. Perlindungan ini mencakup hak untuk mendapatkan perawatan yang 
memadai, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi kesehatan, dan hak 
untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan yang mereka 
terima (Mardian & Usman, 2023). Dengan pengaturan yang jelas, diharapkan individu 
dengan gangguan jiwa dapat memperjuangkan hak mereka dan mendapatkan layanan yang 
layak. 
 
Tantangan dalam Implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa 
Walaupun UU Kesehatan Jiwa telah diundangkan, implementasinya di lapangan masih 
menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya 
pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa dan hak-hak mereka. Banyak individu 
dengan gangguan jiwa yang merasa terasing dan tidak mampu mengakses layanan yang 
tersedia (Hidayati & Widyastuti, 2021). Stigma sosial yang melekat pada gangguan jiwa 
menjadi penghalang besar bagi individu untuk mendapatkan perawatan yang mereka 
butuhkan. 
 
Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Penanganan Kesehatan Jiwa 
Peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam mendukung individu dengan 
gangguan jiwa. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat harus berperan aktif dalam 
memberikan dukungan moral dan emosional kepada anggota keluarga yang mengalami 
gangguan jiwa. Menurut Yanti et al. (2021), keluarga yang memahami kondisi kesehatan jiwa 
dapat membantu individu untuk mendapatkan perawatan yang tepat dan terhindar dari 
stigma negatif. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam program kesehatan jiwa juga 
penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung pemulihan individu 
dengan gangguan jiwa. 
 
Evaluasi Kebijakan Kesehatan Jiwa di Indonesia 
Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan layanan 
kesehatan jiwa, namun evaluasi terhadap efektivitas program-program tersebut masih 
terbatas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan jiwa masih 
rendah, terutama di daerah terpencil (Fitriani, 2022). Selain itu, ketersediaan tenaga 
kesehatan yang terlatih untuk menangani masalah kesehatan jiwa juga masih menjadi 
masalah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kesehatan 
jiwa untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan merumuskan solusi yang tepat. 
 
Model Layanan Kesehatan Jiwa Berbasis Komunitas 
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Model layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas diakui sebagai pendekatan yang efektif 
dalam penanganan gangguan jiwa. Dalam model ini, individu dengan gangguan jiwa 
mendapatkan dukungan dari masyarakat dan tenaga kesehatan yang berada di lingkungan 
mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi stigma dan memperkuat dukungan 
sosial bagi individu dengan gangguan jiwa (World Health Organization, 2021). Oleh karena 
itu, pengembangan program layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas harus didorong 
untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan jiwa. 
 
Implikasi Hukum dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak 
Kasus-kasus pelanggaran hak individu dengan gangguan jiwa masih sering terjadi di 
Indonesia. Banyak individu yang mengalami diskriminasi dalam mendapatkan layanan 
kesehatan dan hak-hak dasar mereka. Penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran 
hak-hak ini menjadi tantangan besar dalam perlindungan individu dengan gangguan jiwa 
(Maharani et al., 2022). Oleh karena itu, penting untuk memperkuat mekanisme pengaduan 
dan penegakan hukum untuk melindungi hak-hak individu dengan gangguan jiwa. 
 
Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan 
Dalam konteks UU Kesehatan Jiwa, tanggung jawab hukum tenaga kesehatan menjadi salah 
satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Tenaga kesehatan, termasuk psikiater, psikolog, 
dan perawat, memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan standar 
medis. Dalam hal ini, tanggung jawab hukum dapat dilihat dari dua sisi: tanggung jawab 
profesional dan tanggung jawab hukum. Tanggung Jawab Profesional mencakup kewajiban 
tenaga kesehatan untuk memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan oleh organisasi 
profesi dan lembaga kesehatan. Jika tenaga kesehatan gagal memenuhi standar ini, mereka 
dapat dikenakan sanksi administratif atau disiplin oleh lembaga profesi (Mardian & Usman, 
2023). Tanggung Jawab Hukum muncul ketika tindakan atau kelalaian tenaga kesehatan 
menyebabkan kerugian bagi pasien. Misalnya, jika seorang psikiater gagal memberikan 
diagnosis yang akurat atau perawatan yang tepat, dan hal ini mengakibatkan kondisi pasien 
memburuk, maka pasien dapat mengajukan tuntutan hukum atas dasar malpraktik. Hal ini 
menunjukkan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki pemahaman yang baik tentang hukum 
dan etika medis dalam praktik mereka (Fitriani, 2022). 
 
Tinjauan Hukum Internasional tentang Kesehatan Jiwa 
Sebagai bagian dari komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia, Indonesia perlu 
mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional yang terkait dengan kesehatan jiwa. 
Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) adalah salah satu instrumen 
internasional yang menekankan pentingnya hak-hak individu dengan gangguan jiwa. CRPD 
mengharuskan negara-negara untuk menjamin bahwa semua individu, termasuk mereka 
dengan gangguan jiwa, memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang 
berkualitas (Hidayati & Widyastuti, 2021). Dengan meratifikasi CRPD, Indonesia memiliki 
kewajiban untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam kebijakan dan praktik 
kesehatan jiwa. Ini termasuk memberikan akses kepada pasien untuk mendapatkan 
informasi, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, dan mengedukasi masyarakat 
untuk mengurangi stigma. 
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Regulasi tentang Layanan Kesehatan Jiwa 
Dalam kerangka hukum, terdapat berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan 
layanan kesehatan jiwa. Misalnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Kesehatan 
memberikan panduan untuk penyediaan layanan kesehatan jiwa yang berkualitas. Regulasi 
ini mencakup berbagai aspek, mulai dari standar pelayanan, pengawasan, hingga hak-hak 
pasien. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan fasilitas kesehatan dapat 
memberikan layanan yang sesuai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Namun, 
tantangan dalam implementasinya tetap ada, termasuk keterbatasan sumber daya dan 
kurangnya pengetahuan hukum di kalangan tenaga kesehatan (Maharani et al., 2022). 
 
Penegakan Hukum dalam Kasus Pelanggaran Kesehatan Jiwa 
Penting untuk menegakkan hukum terkait pelanggaran dalam layanan kesehatan jiwa. 
Penegakan hukum yang efektif akan memberikan efek jera bagi pelanggar dan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus di 
mana pasien mengalami kekerasan atau pelanggaran hak, lembaga penegak hukum perlu 
melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan yang sesuai (Mardian & Usman, 2023). 
Namun, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum termasuk kurangnya kesadaran 
hukum di kalangan tenaga kesehatan dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hukum 
dan pelatihan mengenai hak-hak pasien sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan 
pemahaman mengenai perlindungan hukum di bidang kesehatan jiwa. 
 
 

CONCLUSION 
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam Bab 1 dan Bab 2, 

dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Indonesia 
memiliki berbagai tantangan dan peluang. UU Kesehatan Jiwa yang dikeluarkan bertujuan 
untuk melindungi hak-hak individu dengan gangguan jiwa dan memastikan akses terhadap 
layanan kesehatan yang berkualitas. Namun, tantangan dalam implementasinya, seperti 
stigma sosial, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pengetahuan hukum di kalangan 
tenaga kesehatan, masih menjadi penghambat yang signifikan. Perlunya perlindungan 
hukum yang kuat bagi individu dengan gangguan jiwa sangat penting, terutama dalam 
konteks hak-hak mereka untuk mendapatkan perawatan yang layak. Di sisi lain, tanggung 
jawab hukum tenaga kesehatan menjadi krusial dalam memastikan bahwa pasien 
diperlakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penegakan hukum yang tegas dan 
transparan juga diperlukan untuk melindungi hak-hak pasien dari pelanggaran. Secara 
keseluruhan, keberhasilan implementasi UU Kesehatan Jiwa bergantung pada kolaborasi 
antara pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan pendekatan 
yang komprehensif, diharapkan layanan kesehatan jiwa di Indonesia dapat meningkat, serta 
stigma dan diskriminasi terhadap individu dengan gangguan jiwa dapat diminimalisir. 
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